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WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN  

 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
             Nomor : 9 Tahun 2016 
 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MAKASSAR, 
 

Menimbang    :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, 
responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah demi 
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, maka 
dipandang perlu adanya pertanggungjawaban dari 

penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun 
anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap laporan 

tersebut secara intensif;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Evaluasi 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. 

Mengingat   :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 

Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 

Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar 

Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 122); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Derah Kota 

Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 
Nomor 7). 

 

      MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN 

EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
MAKASSAR.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Makassar; 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar; 
3. Walikota adalah Walikota Makassar; 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar; 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
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anggaran/pengguna barang; 
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa program; 

7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas 
Kinerja SKPD/Unit Kerja yang disusun dan disampaikan secara sistematik 
dan melembaga; 

8. Pedoman evaluasi LAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP 
oleh Inspektorat; 

9. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, 
atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi 
atas permasalahan yang ditemukan; 

10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP 
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 
sistem pertanggungjawaban secara periodik; 

11. Evaluasi LAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, 
pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk 
tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap 
SKPD/Unit Kerja oleh Inspektorat; 

12. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan 
Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi 
atas kinerja SKPD/Unit Kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai 
bahan perbaikan. 
 

BAB II 
PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP 

Pasal 2 

 

(1) Inspektorat melaksanakan evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja di lingkungan 

Pemerintah Kota. 
 

(2) Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali 
dalam setahun selambat-lambatnya pada bulan April tahun berikutnya. 

 

(3) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP menggunakan kertas kerja evaluasi. 
 

(4) Hasil Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi LAKIP. 

 

(5) LHE diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya 
pelaksanaan evaluasi LAKIP. 

 

(6) Rencana kegiatan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dan dananya 
dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.  
 

BAB III 

PEDOMAN EVALUASI LAKIP 

Pasal 3 

Pedoman Evaluasi LAKIP terdiri atas : 
a. Maksud dan tujuan. 

b. Metodologi evaluasi. 
c. Teknik evaluasi. 
d. Materi evaluasi. 

e. Kertas kerja evaluasi. 
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f. Penilaian dan penyimpulan. 

g. Pelaporan hasil evaluasi. 
 

Pasal 4 

Uraian Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal 5 

 

Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: 
a. Dokumen rencana strategik; 
b. Dokumen rencana kerja tahunan; 

c. Dokumen penetapan kinerja. 
 

 
BAB IV 

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 

Pasal 6 
 
(1)  Semua SKPD/Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi LHE LAKIP. 

(2) Inspektorat memantau tindak lanjut LHE LAKIP. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 
 
 

    Ditetapkan di Makassar 
       pada tanggal  

 
       WALIKOTA MAKASSAR, 

 
 
 

       MOH. RAMDHAN POMANTO 
 
Diundangkan di Makassar 

pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 
 
 

 
 

IBRAHIM SALEH 
 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 9 
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